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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 000.7.2.6/382/Kpts/BPKAD /2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Pemerintah = Kabupaten  Bogor telah
menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor
000.8/98/Kpts/Per-UU/2024 Tahun 2024 tentang
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2024-2026;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5888) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia

Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor
96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 119);

Peraturan Bupati Bogor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022
Nomor 24);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023
Nomor 12);

Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.8/98/Kpts/Per-
UU/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bogor dalam menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja
serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-
2026.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dijabarkan ke dalam kinerja-kinerja pejabat
administator sesuai dengan penjenjangan kinerja.

Penjenjangan Kinerja Pejabat Administrator pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,

_ | SH., MP
¢ . -NIP.197409241999012001



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 0007.2.6/382/Kpts/BPKAD/2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

Tugas Pokok

Fungsi

: Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Khususnya Penunjang Bidang

Keuangan

.a.

Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;

b. Pelaksanaan  tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;

. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Daerah;

. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;

. Pelaksanaan Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



No TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS T TARGET IKU
INDIKAU?EMKAINERJA FORMULA PERHITUNGAN PEN?E‘SE; NG SUMBER DATA
TUJUAN SASARAN 2024 2025 2026
Terwujudnya Tingkat Pemenuhan 4 Kriteria 4 Kriteria 4 Kriteria | Keterpenuhan Kriteria WTP Kepala BPKAD | Peraturan Menteri
Pengelolaan Kriteria Opini Laporan 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Dalam Negeri Nomor 77
Keuangan dan Keuangan yang Wajar Pemerintahan Tahun 2020 Tentang
Barang Milik Daerah 2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Pedoman Teknis
yang Akuntabel Disclosures) Pengelolaan Keuangan
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah
Perundang-Undangan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
Terwujudnya Ketepatan Penetapan Tepat Tepat Tepat Ketepatan penetapan penyusunan APBD Kepala BPKAD | Peraturan Menteri
Pengelolaan APBD Waktu Waktu Waktu sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi Dalam Negeri Nomor 77
Keuangan Daerah tahun berjalan Tahun 2020 Tentang
yang Berkualitas Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tingkat Kepatuhan 90 % 91 % 92 % Jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi Kepala BPKAD | Peraturan Menteri
Terhadap Kebijakan kebijakan-kebijakan pengelolaan Keuangan Dalam Negeri Nomor 77
Pengelolaan Keuangan per Jumlah Perangkat Daerah dikali 100 Tahun 2020 Tentang
Daerah "kategori Tinggi" Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Terwujudnya Tingkat Kepatuhan 90 % 91 % 92 % Jumlah Perangkat Daerah yang mematuhi Kepala BPKAD | Peraturan Menteri

Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang
Tertib

Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah "kategori Tinggi"

kebijakan-kebijakan Pengelolaan Barang
Milik Daerah per Jumlah Perangkat Daerah
dikali 100

Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan
Barang milik daerah

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,

SH., MP

5 T INIP.197409241999012001







